
TU GAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

KETEPATAN STRliKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL 
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN UT ARA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat 

Administrasi Publik 

Disusun Oleh : 

SY AMSUDIN BAHRI 

NIM. 501575268 

PROGRAM PASCASARJANA 

lJNIVERSIT AS TERBUKA 

JAKARTA 

2019 

43880.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengolahan3
Stamp



UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLJK 

PERNYATAAN 

T APM yang berjudul Ketepatan Struktur Organisasi Diuas Sosial 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

adalah basil kruya saya sendiri, dan seluruh sumber yand dikutip maupun 

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 

Apabila dikernudian hari temyata ditemukan 

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik. 

Tarakan, 30 November 2018 

NIM. 501575268 

iii 

43880.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRACT 

ACCURACY OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF SOCIAL 
DEPARTMENT GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA PROVINCE 

Syamsudin Bahri 
samalibahri@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Universitas Terbuka 

Organizational strocture is important, because this is how the task will be divided, 
who reports to whom, and the formal coordination mechanism and interaction 
patterns that will be followed. The next step is how to find out the accumcy 
organizational strocture is more important to get the right organization and 
function and size. The purpose of this study is to describe the strocture of social 
services that are the right fanction and the right size and to know the factors that 
support and hinder the effectiveness of the social service organization strocture of 
the Kalimantan Utara Provincial Government viewed from the dimensions of 
formalization, centralization and complexity. The study used a qualitative approach 
with primary data collection methods conducted by interviews with 5 respondents 
on the object of research, from policy makers and policy implementers consisting 
of heads of social services, secretarial, head of fields and heads of technical 
implerrrentation units that existed in the social service. Secondary data collection 
uses direct observation, documentation studies and library studies. From the results 
of the study concluded that the effectiveness of the social service organizational 
structure seen from the dimensions of formalization, centralization and complexity 
of the accuracy of functions and size density, is highly dependent on policy makers 
and implementers of policies in the social service in carrying out their daily tasks 
and.functions. For the accuracy of the function it is recommended that each function 
should be handled by one field. 

Keywords: Structure, Fonnalization, Centralization, Complexity. 
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ABSTRAK 

KETEPATAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PEMERINTAII 
PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

Syamsudin Bahri 
samalibahri@gmail.com 
Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Struktur organisasi merupakan suatu yang penting, karena dengan ini 
bagaimana tugas akan dibagi. siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme 
koordinasi yang formal sorta pola interaksi yang akan diikuti. Tabap selanjutnya 
bagaimana mengetahui struktur organisasi yang tepat menjadi hal yang lebih 
penting untuk mendapatkan organisasi yang tepat fongsi dau dan tepat ukuran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur dinas sosial 
yang tepat fongsi dan tepat ukuran dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat ketepatan struktur organisasi dinas sosial Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara dilihat dari dimensi formalisasi, sentralisasi, dan 
kompleksitasnya. 

Peuelitian meuggimakan peudekatan kualitatif dengan metode pengumpulan 
data primer dilakukan deugan wawancara dengan 5 responden pada objek 
penelitian, dari unsur peugambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang terdiri 
dari kepala dinas sosial, sektretaris, kepala bi dang serta kepala unit pelaksana teknis 
yang ada pada dinas sosial. Pengumpulan data sekunder menggunakan observasi 
langsung. studi dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Dari basil penelitian disimpulkan bahwa ketepatan struktur organisasi dinas 
sosial dilihat dari dimensi fonnalisasi, sentralisasi dan kompleksitas terhadap 
ketepatan fongsi dan ketepatan ukuran, sangat tergantung pada pengambil 
kebijakan dan pelaksana kebijakan di dinas sosial dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya sehari-hari. Untuk ketepatan fongsi disarankan agar setiap fongsi 
sebaiknya ditangani oleh satu bidang. 

Kata Kunci: Struktur, Formalisasi, Sentralisasi, Kompleksitas. 
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BAB IV 
BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Lokasi penelitian Ketepatan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara adalah pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara, Jalan Sengkawit RT 97, RW 36 Tanjung Selor, Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa kantor Dinas Sosial Provinsi 

Kalimantan Utara saat ini menempati sebuah ruko dengan status mengontrak 

bangunan milik masyarakat. 

Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan 

pembentukannya dapat digambarkan dalam 2 (dua) tahap yakni, awal 

pembentukan dinas sosial dan dinas sosial saat ini sebagai berikut: 

79 

43880.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80 

1. Awai Pembentukan Dinas Sosial 

Sejak terbentuknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

berdasarakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Menteri Dalam Negeri 

mewakili Presiden Republik Indonesia melantik Gubemur 

Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Irianto Lambrie, oleh pada tanggal 

22 April 2013. Sejak saat itu, roda pemerintahan provinsi 

Kalimantan Utara berjalan. 

Pembentukan perangkat daerah di Indonesia mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan 

untuk dinas sosial dimungkinkan untuk diwadahi dalam bidang 

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 

Pada saat pertama kali pembentukan kelembagaan yang 

rnenangani urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan 

bidang sosial digabung dengan urusan pemerintahan lain yakni, 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan 

bidang transmigrasi, dengan lembaga pada saat itu bemama Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, 

yang disingat Dinsosnakertrans sebagaimana tertuang dalam 

Peratuarn Gubemur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 
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Berdasarkan peraturan gubemur ini, pada Gambar 4.2, dapat 

dilihat bahwa urusan pemerintahan bidang sosial digabung dengan 

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan 

pemerintahan bidang transmigrasi, dalam wadah Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi disingkat Disnakertrans, dengan 1 

( satu) bi dang yakni bi dang sosial, memiliki seksi sebagai berikut: 

seksi pemberdayaan sosial, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial, 

dan seksi bantuan dan jaminan sosial. 
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Pembentukan kelembagaan daerah masih menggunakan 

peraturan gubemur karena pada awal terbentuknya Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk. Sehingga memungkin 

untuk membentuk perangkat daerah dengan Peraturan Gubemur. 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, pada bulan 

Desembr 2015 terjadi pengalihan pegawai, pendanaan, sarana clan 

prasarana, serta dokumentasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau yang 

lebih dikenal dengan istilah P3D terkait dengan Panti Sosial Tresna 

Werdba Marga Rahayu. 

Panti Sosial Trena Werdha (PSTW) Marga Rahayu mempunyai 

tugas melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panti Sosial Tresna 

Werdha Marga Rayahu memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesejahteraan 

sosial lanjut usia terlantar. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan 

kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar. 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan 

sosial lanjut usia terlantar. 
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d. Pengelolaan urusan ketatausahaan. 

e. Pembinaan kelompokjabatan fungsional. 

Susunan organisas Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala 

b. Subbagian Tata Usaha 

c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran 

d. Seksi Penyantun dan Pelayanan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Dinas Sosial saat ini 

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Uta.ra terbentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangk:at Daerah Provinsi Kalirnantan 

Utara, sebagairnana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Berdasarkan pada Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dibagi 

berdasarkan 2 (dua) yakni, urusan pemerintahan absolut yang 

menjadi tanggungjawag pemerintah pusat dan urusan pernerintahan 

konkuren atau urusan pemerintahan yang dilaksanakan bersama 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan 

wajib yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan 

pilihan. 

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terdiri dari urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, 

bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat. Keenam urusan 

pemerintahan ini wajib diwadahi dalam satuan kerja perangkat 

daerah yang berdiri sendiri, karena menyangkut pelayanan dasar 

yang wajib disediakan oleh Negara yang dalam pelaksanaanya 

memiliki standar pelayanan minimal (SPM). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, yang ditndaklanjuti dengan pembentukan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Sosial 

memiliki tipologi C atau dengan beban kerja yang terdiri dari 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 2 ( dua) bidang, dengan sekretariat 

paling banyak 2 ( dua) subbagian dan bi dang terdiri atas paling 

banyak 3 (tiga) seksi. 

Dalam Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 
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dapat dilihat bahwa pada masing-masing bidang hanya terdiri dari 2 

(dua) seksi. 

Pada Gambar 4.3, dapat dilihatBagan Struktur Organisasi Dinas 

Sosial Provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah sebagai berikut: 
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UPT I 
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi 
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas sebagai berikut: 

• Kepala Dinas Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: 
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1) Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan rencana 

kerja dinas agar dihasilkan dokumen program kerja yang tepat 

dan aplikatif; 

2) Mengoordinasikan kegiatan Bidang Sekretariat, Bidang 

Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

sesuai dengan rencana kerja dinas agar kegiatan dapat berjalan 

dengan baik; 

3) Membina kinerja Bi dang Sekretariat, Bi dang Rehabilitasi Sosial 

dan Perlindungan Jarninan Sosial, serta Bidang Pemberdayaan 

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar proses pelaksanaan tugas 

dan fungsi berjalan dengan lancar; 

4) Mengarahkan kinerja Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi 

Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Bidang 

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar proses 

pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar; 

5) Melaksanakan program kerja Bidang Sekretariat, Bidang­

Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

berdasarkan rencana kerja dinas agar dihasilkan kinerja yang 

maksimal; 
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6) Mengevaluasi program kerja Bidang Sekretariat, Bidang 

Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, serta 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 

7) Melaporkan pelaksanaan program kerja Bidang Sekretariat, 

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, 

serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin; 

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pirnpinan baik lisan maupun tertulis. 

• Sekretaris Dinas Sosial mempunyru Uraian Tugas sebagai 

berikut: 

1) Merencanakan operasional program perencanaan dan keuangan 

serta umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan kepala 

dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

2) Membagi tugas kepada Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 

serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan 

dan Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai 

dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana 

dengan baik; 

4) Menyelia pelaksanaan program Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai 
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dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat 

berjalan dengan baik; 

5) Melaksanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

(perencanaan program, penatausahaan keuangan, pelaporan 

kinerja), baik teknis maupun operasional sesuai dengan 

peraturan yang berlaku~ 

6) Melaksanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

(administrasi, penatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, 

pengelolaan dan inventarisasi barang serta pelayanan 

kepegawaian), baik teknis maupun operasional sesuai dengan 

peraturan yang berlaku~ 

7) Mengevaluasi program perencanaan dan keuangan serta umum 

dan kepegawaian secara berkala agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku~ 

8) Membuat laporan kegiatan perencanaan dan keuangan serta 

umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan~ 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

• Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunya1 

Uraian Tugas sebagai berikut: 
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1) Merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjaJan efektif dan efisien; 

2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan; 

3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

4) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

5) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan 

(perencanaan program, penatausahaan keuangan, pelaporan 

kinerja), baik teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan; 

6) Mengevaluasi basil kegiatan Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan; 

7) Melaporkan basil kegiatan Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan; 

8) Melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian 

Tugas sebagai berikut: 
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1) Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien~ 

2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan~ 

3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan~ 

4) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetap~ 

5) Melaksanakan kegiatan um um dan kepegawaian ( administrasi, 

penatausahaan, kerurnahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan 

inventarisasi barang serta pelayanan kepegawaian), baik teknis 

dan operasional sesuai dengan peraturan yang berlak.u~ 

6) Mengevaluasi hasil kegiatan Subbagian Umum clan 

Kepegawaian berdasarkan perencanaan yang telah ditetapka~ 

7) Melaporkan basil kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan perencanaan yang ditetapkan~ 

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan 

Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagai berik.ut: 
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1) Merencanakan operasional program Rehabilitasi Sosial dan 

Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kebijakan Kepala 

Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

2) Membagi tugas kepada seksi Rehabilitasi Sosial dan seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan 

masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi Sosial 

dan seksi Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan 

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik; 

4) Mengawasi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial clan 

Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan Kebijakan Kepala 

Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

5) Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

dan Korban Perdagangan Orang, serta Rehabilitasi Sosial Lanjut 

Usia baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

6) Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta 

Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia clan 

Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

7) Melaksanakan Pelayanan Sosial Orang dengan HIV I AIDS dan 

Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis 

maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
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8) Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, 

Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan 

Sosial serta Kemitraan dan Pengelolaan Logistik Bencana baik 

teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

9) Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban 

Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial 

dan Reintegrasi Sosial baik tek:llis maupun operasional sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

10) Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan 

Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan 

Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

11) Mengevaluasi program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan 

Jaminan Sosial secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

12) Membuat laporan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan 

Jaminan Sosial sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; dan 

13) Melaksanakan tu gas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai Uraian Tugas 

sebagai berikut: 
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan 

peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif clan 

efisien; 

2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan; 

3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

4) Memeriksa basil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

5) Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut 

Usia meliputi Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan 

Hukum, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Serta 

Rehabiliasi Sosial Lanjut Usia baik kerja teknis dan operasional 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

6) Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik dan Sensorik, Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Mental dan Intelektual baik kerja teknis dan 

operasional berdasarkan rencana kerja yang te]ah ditetapkan; 

7) Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban 

Perdagangan Orang me]iputi Rehabilitasi Gelandangan, 

Pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan, 
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Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan, eks Tuna 

Susila, kelompok Minoritas serta orang dengan IIlV I AIDS, baik 

kerja teknis dan operasional berdasarkan rencana kerja yang 

telah ditetapkan; 

8) Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta 

Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia clan 

Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

9) Melaksanakan Pelayanan Sosial HIV I AIDS dan Pelayanan 

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

10) Mengevaluasi hasil kegiatan Rehabilitasi Sosial berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan; 

11) Melaporkan hasil kegiatan Rehabilitasi Sosial berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan; 

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai 

Uraian Tugas sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berjalan secara 

efektif dan efisien; 
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2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan; 

3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

4) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

5) Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, 

Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan 

Sosial serta Kemitraan dan Pengelolaan Logistik Bencana baik: 

teknis maupun operasional berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

6) Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban 

Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial 

dan Reintegrasi Sosial baik teknis maupun operasional 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

7) Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan 

Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan 

Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun 

operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

8) Mengevaluasi hasil kegia~ Perlindungan dan Jaminan Sosial 

berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan; 
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9) Melaporkan hasil kegiatan Perlindungan dan Jaminan sosial 

berdasarkan perencanaan yang ditetapkan; 

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: 

1) Merencanakan operasional program Pemberdayaan Sosial dan 

Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kebijakan Kepala 

Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

2) Membagi tugas kepada Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi 

Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing­

masing agar tugas terlaksana dengan baik; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan 

Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan 

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik; 

4) Mengawasi pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial clan 

Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas masing-masing 

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjakan dengan baik; 

5) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan. 

Pemberdayaan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat, Pemberdayaan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, 

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, serta 
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Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

6) Melaksanakan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, 

Fakir Miskin Perkotaan, Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau 

Kecil dan Perbatasan Antar Negara baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

7) Mengevaluasi program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

8) Membuat laporan kegiatan Pemberdayaan Sosial clan 

Penanganan Fakir Miskin sesuai rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai Uraian Tugas 

sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial sesua1 

dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan efek:tif dan efisien; 

2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan; 
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3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

4) Memeriksa basil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

5) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pekerja Sosial, Pekerja 

Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial baik 

teknis maupun operasional sesuai dengan rencana kerja yang 

telah ditetapkan; 

6) Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 

Terpencil (KAT), Pemberdayaan Sosial pada Corporate Social 

Responsibelity, serta Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, 

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial baik teknis maupun 

operasional sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

7) Mengevaluasi basil kegiatan pemberdayaan sosial berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan; 

8) Melaporkan basil kegiatan pemberdayaan sosial berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan; 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
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Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai Uraian 

Tugas sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai 

dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien; 

2) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional peJaksanaan 

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran 

yang ditetapkan; 

3) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

4) Memeriksa basil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang 

ditetapkan; 

5) Melaksanakan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, 

Fakir Miskin Perkotaaan, Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau 

Kecil dan Perbatasan Antar Negara, baik kerja teknis dan 

operasional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

6) Mengevaluasi hasil · kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

berdasarkan perencanaan yang teJah ditetapkan; 

7) Melaporkan basil kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

berdasarkan perencanaan yang te]ah ditetapkan; 

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

baik lisan maupun tertuJis. 
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3. Somber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang 

strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi 

Kalimantan Utara, sampai dengan 20 Februari 2017 jumlah sumber daya 

manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 30 

Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut: 

a. Berdasarkan Pendidikan 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial dengan latar belakang SD 0 

Orang pegawai, SMP sebanyak 0 Orang pegawai, SLTA 2 Orang 

pegawai, D.III sebanyak I Orang pegawai, S. l sebanyak 17 Orang 

pegawai, S.2 sebanyak I Orang pegawai. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat 

komposisi pegawai dinas sosial berdasarkan kualifikasi pendidikan 

Tabel 4.1. Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Kualifikasi 
Pendidikan Per 27 Februari 2017. 

Pendidikan 
Gender Jumlah 

SD SMP SLTA DJ D.Il o.m D.IV S.l S.2 S.3 

Pria 2 4 1 7 

Wanita 1 13 14 

Jurnlah 2 1 17 1 21 

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara 

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil unit pelaksana teknis dinas 

sosial dengan latar belakang SD 0 Orang pegawai, SMP sebanyak 0 

Orang pegawai, SLT A 6 Orang pegawai, D.III sebanyak 0 Orang 

pegawai, S. l sebanyak 3 Orang pegawai, S.2 sebanyak 0 Orang 
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pegawai. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat komposisi pegawai unit 

pelaksana teknis dinas sosial berdasarkan kualifikasi pendidikan. 

Tabel 4.2. Komposisi Pegawai UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu 
b das ka da K r fik . P didik P 27 F b . 2017 er ar npa ua 1 as1 en an er e ruari 

Pendidikan 
Gender 

SD SMP SLTA D.l D.II D.III D.IV S.l S.2 S.3 

Pria 2 3 

Wanita 4 

Jumlah 6 3 

Sumber: data kepegawaian UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu 
Prov. Kaltara 

b. Berdasarkan Eselon 

Jumlah 

5 

4 

9 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial yang menempati jabatan 

Eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 1 orang 

pegawai, eselon Illa atau jabatan administrator sebanyak 3 orang 

pegawai, eselon IV atau jabatan pengawas sebanyak 5 orang pegawai, 

clan non eselon sebanyak 12 orang pegawai, pada Tabel 4.3 dapat 

dilihat komposisi pegawai negeri sipil pada dinas sosial. 

Tabel 4.3. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Eselon 
Per 27 Februari 2017 

Eselon 
Gender Non 

I II III IV Jumlah Eselon 
Jumlah 

Pria 1 1 1 3 4 7 

Wanita 2 4 6 8 14 

Jumlah 1 3 5 9 12 21 

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara 

43880.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



102 

Sedangkan pada unit pelaksana teknis Panti Sosial Tresna 

Werdha Marga Rahayu yang menempati jabatan eselon ill atau 

jabatan administrator sebanyak 1 orang pegawai, eselon IV atau 

jabatan pengawas sebanyak 2 orang pegawai, dan non eselon 

sebanyak 6 orang pegawai, pada tebel 4.4 dapat dilihat komposisi 

pegawai negeri sipil pada unit pelaksana teknis dinas sosial. 

Tabel 4.4. Komposisi Pegawai UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu 
berdasarkan Eselon Per 27 Februari 2017 

Eselon 

Gender 
Non 

I II III IV Jumlah 
Eselon 

Jumlah 

Pria 1 2 3 2 

Wanita 4 

Jumlah 1 2 3 6 

Sumber: data kepegawaian UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu 
Prov. Kaltara 

c. Berdasarkan Golongan 

5 

4 

9 

Berdasarkan golongan pegawai negeri sipil dinas sosial terdiri 

dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial yang menempati 

Golongan I sebanyak 0 orang pegawai, Golongan II sebanyak 2 orang 

pegawai, Golongan III sebanyak 15 orang pegawai, Golongan IV 

sebanyak 4 orang pegawai. Pada tabel 4.5 dapat dilihat komposisi 

pegawai negeri sipil pada dinas sosial. 
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Tabel 4.5. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan 
Per 27 Februari 2017 

Gender 
Golongan 

Jumlah 
I II m IV 

Pria 1 4 2 7 

Wanita 1 11 2 14 

Jwnlah 2 15 4 21 

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara 

Sedangkan pada unit pelaksana teknis berdasarkan golongan 

pegawai negeri sipil terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil yang 

menempati Golongan I sebanyak 0 orang pegawai, Golongan II 

sebanyak 0 orang pegawai, Golongan III sebanyak 3 orang pegawai, 

Golongan IV sebanyak 1 orang pegawai. Pada tabel 4.6 dapat dilihat 

komposisi pegawai negeri sipil pada unit pelaksana teknis dinas 

sosial. 

Tabel 4.6. Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu berdasarkan Golongan 
Per 27 Februari 2017 

Gender 
Golongan Jumlah 

I II III IV 

Pria 2 2 1 5 

Wanita 3 1 4 

Jumlah 5 3 1 9 

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Ka/Iara 

d. Pegawai Tidak Tetap 

Pegawai Tidak tetap dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 

berjurnlah 11 orang pegawai, dengan latar belakang pendidikan S 1 4 

orang pegawai, D III sebanyak 1 orang pegawai, SLTA sebanyak 6 
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orang pegawai, SMP sebanyak 0 orang pegawai dan SD sebanyak 0 

orang pegawai. Pada tabel 4. 7 dapat dilihat komposisi tenaga kerja 

kontrak pada dinas sosial. 

Tabel 4.7. Komposisi Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Sosial berdasarkan 
Kualifikasi Pendidikan Per 20 Februari 2017. 

Pendidikan Jum]ah 
Gender 

SD SMP SLTA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2 

Pria 4 1 1 6 

Wanita 2 3 5 

Jumlah 6 1 4 11 

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara 

Sedangkan gegawai tidak tetap dari unti pelaksana teknis Dinas 

Sosial berjwnlah 13 orang pegawai, dengan latar belakang pendidikan 

S 1 sebanyak 2 orang pegawai, DID sebanyak 3 orang pegawai, SLTA 

sebanyak 6 orang pegawai, SMP sebanyak 1 orang pegawai dan SD 

sebanyak I orang pegawai. Pada tabel 4.8 dapat dilihat komposisi 

pegawai tidak tetap pada unit pelaksana teknis dinas sosial. 

Tabel 4.8. Komposisi Tenaga Kerja Kontrak pada UPTD Marga Rahayu 
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 20 Februari 2017. 

Pendidikan 
Gender 

SD SMP SLTA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2 

Pria 1 3 2 2 

Wanita 1 3 1 

Jumlah 1 l 6 3 2 

Sumber: data kepegawaian UPTD Tresna Werdha Marga Rahayu 
Prov. Kaltara 

Jumlah 

8 

5 

13 
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Pegawai tidak tetap di Dinas Sosial ini merupakan rekrutmen 

swnber daya manusia dalam rangka membantu Dinas Sosial dalam 

melakukan tugas kedinasannya sehari-hari, dengan sistem kontrak 

sehingga setiap tahun akan dilakukan kotrak kerja baru kepada 

masing-masing pegawai tersebut. 
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B. Basil Penelitian 

Sebagai dinas yang melak:sanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, 

berdasarkan pada peraturan gubemur nomor 21 tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara; 

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang pemberdayaan sosial; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijak:an 

teknis di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak 

kekerasan; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang rehabilitasi sosial; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang taman makam pahlawan; 

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; 

h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas clan fungsinya, dinas sosial juga telah 

membuka diri kepada masyarakat, dalam mernberikan pelayanan terkait 

dengan urusan pemerintahan bidang sosial di Kalimantan Utara, melalui 

pemanfaatan telematika dalam memberikan solusi cepat penanganan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial, dapat diakses melalui website 

http://dinsos-kaltara.id. 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasannya, Dinas Sosial 

dibantu oleh pegawai Dinas Sosial yang berjumlah 32 orang pegawai 

termasuk pegawai tidak tetap, 

Robbins ( 1994: 165) mendefinisikan besaran (size) bahwa terdapat 

kesepatan umum dari para peneliti teori organisasi bagaimana besaran sebuah 

organisasi didefinisikan, mereka menggunakan besaran organisasi sebagai 

jumlah total pegawai. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa manusia dan 

interaksinyalah yang terstruktur, maka jumlah mereka dihubungkan secara 

lebih dekat dengan struktur dari pada dengan ukuran besaran lain. 

Dari basil wawancara dan pengamatan pada objek penelitian, ketepatan 

struktur organisasi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat 

dilihat dalam dimensi-dimensi sebagai berikut: 

1. Formalisasi 

Tugas dan fungsi unit kerja yang ada pada dinas sosial telah 

dirumuskan secara jelas dengan strategi dinas sosial dalam peraturan 

tentang organisasi dan tata kerja, hal ini telah termuat dalam peraturan 

gubemur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi 

clan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan 
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Gubemur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Strulctural 

di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan unit 

kerja dari kepala dinas sampai unit kerja di bawahnya telah dituangkan 

secara jelas dalam prosedur formal, hal in telah tertuan dalam Standar 

Operasional Prosedur Dinas Sosial dalam kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsi sehari-hari. 

2. Sentralisasi 

Kewenangan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh tingkatan organisasi, hal ini dapat terlihat 

pada pengambilan keputusan yang sifatnya strategis akan dilakukan oleh 

Kepala Dinas, sedangkan pada keputusan yang sifatnya dalam teknis 

pelaksanaan progam dan kegiatan akan dilakukan oleh kepala unit kerja 

yang ada pada dinas sosial dengan dilaporkan oleh kepala dinas. 

Permasalahan yang bersifat lintas bidang harus diputuskan oleh 

kepala dinas, karena kepala dinas selaku pengguna anggaran dan 

pengguna barang merupakan pimpinan tertinggi di dinas sosial. 

Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan 

bersifat kebijakan dilaksanakan oleh kepala dinas, karena hal ini bersifat 

institusional, hal ini untuk menjamin terlaksana dan tercapainya target 

kinerja urusan pemerintahan bidang sosial di Kalimantan Utara, 

sedangkan keputusan manajerial dan keputusan operasional cukup 

dilaksanakan oleb kepala bidang dan kepala seksi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 
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3. Kompleksitas 

Pada Dinas Sosial provinsi Kalimantan Utara terdapat unit kerja yang 

bersifat spesifik, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas sebagai teknis penunjang dan teknis operasional 

Dinas Sosial. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut bemama Unit Pelaksana 

Teknis Tresna Werdha Marga Rahayu, yang melaksankaan tugas dan 

fungsi pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat lanjut usia dalam 

panti. 

Jumlah lanjut usia yang dilayani oleh panti sosial ini sebanyak 37 

orang, yang terd.iri dari 18 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, yang 

semuanya, dengan syarat umur minimal 60 tahun dan merupakan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam artian 

ditelantarkan oleh keluarganya. 

Namun di dalam Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu ada 

kebijakan dalam hal umur, yakni pra lansia 55 tahun ke atas ada kebijakan 

khusus dari panti, asalkan merupakan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial yang ditelantarkan keluarganya. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Sekretaris Dinas dan Kepala 

Bidang, struktur organisasi Dinas Sosial perlu perlu d.isesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yakni dengan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Behan 

Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, dalam peraturan ini menetapkan 
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bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara memiliki tipelogi A, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian dari tipelogi yang ada saat ini. 

Namun menurut Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro 

Organisasi, beliau hanya melaksanakan disposisi usulan yang 

disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial lebih lanjut kepada Kementerian 

Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Kelembagaan clan 

Kepegawaian Perangkat Daerah selaku pihak yang memberikan 

rekomendasi terkait persetujuan pembentukan maupun perubahan 

kelembagaan di tingkat Provinsi, dengan memperhatikan setiap 

pertimbangan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

kelembagaan daerah. 

Kepala Bagian Produk Hukum Daerah, sesuai dengan 

kewenangannya menyatakan bahwa menindaklanjuti setiap usulan 

pembentukan atau perubahan kelembagaan, dalam hal ini sudah memiliki 

rekomendasi persetujuan dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan clan 

Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 

Kementerian Dalam Negeri. 

Struktur organisasi dinas sosial saat ini terindikasi bersifat 

sederhana, dengan memiliki 1 (satu) orang sekretaris dengan clan 2 (dua) 

kepala subbagian, 2 (dua) kepala bidang dengan 4 (empat) seksi, yakni 

kepala bidang rehabilitasi sosial clan perlindungan dan bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

Selain itu, unit kerja yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan 

fungsinya, dari tingkatan unit kerja paling atas sampai dengan unit kerja 
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paling bawah, hal ini untuk dapat melaksanakan tugas clan fungsi dinasa 

sosial menjadi lebih baik dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya. 

Dari fungsi yang disebutkan di atas, jelas bahwa keberadaan Unit 

Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu sangat 

mendukung tercapainya tujuan dibentuknya Dinas Sosial, yakni dalam hal 

memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial 

dalam hal penanganan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di 

dalam panti, yang merupakan altematif terakhir. 

Berdasarkan basil pengamatan pada Unit Pelaksana Teknis Panti 

Sosial Tresna Werdha Margarahayu, keberdaan unit ini sangat 

meningkatkan efektivitas dari sisi kompleksitas spasialnya, mengingat unit 

ini fokus pada pelaksanaan tugas dinas sosial yang bersifat operasional dan 

penunjang dinas sosial dalam melaksanakan fungsi dinas sosial di bidang 

rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

dalam panti terkait dengan masalah orang tua terlantar. 

Dalam hal nomenklatur unit kerja yang ada pada Dinas Sosial, juga 

perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang baru, yakni Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. 
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C. Pembahasan 

Rwnusan masalah terkait dengan tepat fungsi dan tepat ukuran dalam 

organisasi karena penulis ingin mengaitkannya dengan kebutuhan saat ini 

terkait dengan program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam prakteknya dapat dilihat dari 

dimensi formalisasi, sentralisasi, dan kompleksitas sebuah organisasi. 

Prinsip struktur organisasi yang baik adalah organisasi yang tepat 

fungsi (right function) dan tepat struktur (right sizing), ha] ini dapat 

diibaratkan seseorang yang memakai sebuah baju yang menjadi 

kebutuhannya, jika terlalu sempit atau terlalu kecil tentu tidak akan muat di 

badan orang yang bersangkutan, begitu pula jika baju tersebut terlalu besar 

atau longgar, tentu akan kedodoran bagi si pemakai. Maka tentunya yang 

terbaik adalah pakaian yang pas dan sesuai dengan kebutuhan si pemakai, 

selain akan membuat nyaman, percaya diri, juga dapat menghemat sumber 

daya yang dalam hal ini anggaran yang bersangkutan. 

Prinsip ini harus diutamakan dalam perubahan struktur organisasi, 

dengan prinsip seperti ini akan meningkatkan ketepatan struktur organisasi 

itu sendiri, namun demikian suatu organisasi yang ramping dan telah sesuai 

dengan fungsinya serta didukung oleh teknologi yang mutakhir tanpa 

didukung oleh lingkungan yang kondusif agar tanggap dalam merespon setiap 

perubahan yang terjadi. 

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan satuan 

kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang sosial di Provinsi Kalimantan Utara, dalam 
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melaksanakan tugasnya tersebut, dinas sosial berada di bawah koordinasi 

asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 

Beberapa tugas dari kementerian sosial yang tidak dapat dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial, hal ini karena bidang yang menangani hanya dua, ditambah 

dengan keterbatasan personil yang menangani urusan pemerintahan bidang 

sosial di Provinsi Kalimantan Utara. 

Idealnya, fungsi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin ditangani oleh masing­

masing bidang, tidak seperti saat ini, dua fungsi ditangani oleh satu bidang, 

sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan tidak dapat terlaksana. 

Dalam teori webber, pembagian tugas, dalam menjalankan tugasnya., 

birokrasi membagi kegiatan pemerintahan menjadi bagian yang masing­

masing terpisah dan memiliki fungsi yang khas. Pembagian kerja seperti ini 

memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi, penugasan spesialis untuk 

tugas-tugas khusus dapat dilakukan dan setiap mereka bertanggung jawab 

atas penyelesaian pekerjaannya masing-masing. 

Penanganan fungsi pada jumlah yang tepat akan meningkatkan 

pencapaian tujuan Dinas Sosial, hal ini sesuai dengan teori dari Robbins 

(1994:58) mengemukakan bahwa pendekatan pencapaian tujuan (goal 

attainment approach) menyatakan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus 

dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends) ketimbang caranya 

(means). 

1. Formalisasi 
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Berdasarkan basil wawancara dan pengamatan di lapangan, bahwa 

bentuk formalisasi pada Dinas Sosial masih tergolong sedang, saat ini 

dapat dilihat clari seberapa jauh tugas-tugas dinas distandarkan dalam 

suatu kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh pegawai yang ada. Saat 

ini dinasi sosial telah memiliki Seperti Standar Operasional Prosedur 

(SOP), analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam menentukan 

kebutuhan pegawai. 

Tingkat formalisasi sedang pada Dinas Sosial sudah tepat, hal ini 

akan membuat Dinas Sosial dapat mengontrol pelaksanaan tugasnya 

sehari-hari secara lebih efisien dan efektif Hal ini dapat dilihat pada tidak 

terlalu banya.knya formalisasi yang dibuat oleh kepada Dinas Sosial. 

Sebaliknya, standarisasi yang tinggi akan menyebabkan birokrasi yang 

berlebihan atau over bureaucracy. Pelaksanaan tugas dinas menjadi tidak 

efektiflagi, dan berkurannya daya adaptasi terhadap dinamika perubahan 

lingkungan yang terjadi pada dinas sosial. 

Dengan jumlah dua bidang yang dimiliki Dinas Sosial saat, ini 

tingkat formalisasi yang sedang sangat diperlu.kan, karena kepala dinas 

cukup dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap staf di 

lingkungan dinas dalam pengambilan keputusan dan melakukan tugas 

dan fungsinya sehari-hari. 

Ada aturan yang tidak tertulis yang berlaku pada dinas sosial 

misalnya, dalam mendapatkan persetujuan kepala dinas, maka draft surat 

yang akan ditandatangani oleh kepala dinas wajib diparaf terlebih dahulu 
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untuk mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum 

ditandatangani oleh kepala dinas. 

Dinas Sosial pemerinah Provinsi Kalimantan Utara saat ini memiliki 

unit pelaksana teknis yang bemama Panti Sosial Tresna Wedha Marga 

Rahayu, yang dalam pelaksanaan tugasnya juga telah memformalkan 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, misalnya standar 

operasional prosedur di bidang pelayanan dan bimbingan kepada lanjut 

usia yang tinggal di panti. 

Saat ini pun panti sosial tresna werdha marga rahayu menerapkan 

aplikasi pelayanan publik dalam memberikan kemudahan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial bidang lanjut usia terlantar dengan 

mengembangkan aplikasi berbasis android dengan nama sistem 

informasi lanjut usia terlantar yang disingka silastar, yang akan 

mempermudah masyarakat peduli lanjut usia terlantar atau orang 

penyandang masalah kesejahteraan masyarakat bidang lanjut usia 

terlantar mendaftarkan diri ke dalam panti. 

2. Sentralisasi 

Ketepatan struktur organisasi dinas sosial akan mengakomodir agar 

semua urusan dan sub urusan pemerintahan bidang sosial memiliki pejabat 

yang akan bertanggung jawab di lapangan. 

Fungsi kepemimpinan dalam mencapai tingkat ketepatan dinas sosial 

sangat berpengaruh di sini, dengan keterbatasan pegawai maka kepala 

dinas sosial dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari menerapkan 

manajemen terbuka, dalam hal ini kepala dinas mempercayakan pada 
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kepala bidang yang menangani suatu urusan dan dapat sewaktu-waktu 

turun langsung mengecek program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

bawahannya. 

3. Kompleksitas 

Organisasi secara alamiah cenderung berkembang agar tetap aktif clan 

efektif. (Torang, 2012: 90), oleh itu organisasi yang dapat tetap aktif clan 

efektif akan menjadi lebih kompleks karena lingkungan internal clan 

eksternal menjadi lebih kompleks, tidak terkecuali dinas sosial Kalimantan 

Utara yang terus berbenah, melihat pada permasalahan yang terus 

berkembang di lingkungan ekstemalnya serta untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dinas sosial tentu akan meningkatkan 

kompleksitas organisasinya dengan menambah bidang sebagai sebagai 

pelaksanaan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. 

Namun demikian, semakin tinggi kompleksitas struktur organisasi 

dinas sosial, perlu dibarengi dengan integritas bidang-bidang yang 

melaksanakan fungsi, agar tujuan dari dinas sosial dapat tercapai. 

Dinas Sosial pemerinah Provinsi Kalimantan Utara saat ini memiliki 

unit pelaksana teknis yang bemama Panti Sosial Tresna Wedha Marga 

Rahayu, dalam hal ini merupakan diferensiasi spasial dari dimensi 

kompleksitas struktur organisasi, unit kerja ini merupakan pendukung 

tugas dinas sosial dalam hal teknis operasional dan teknis penunjang dinas 

di bidang pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial 

kepada lanjut usia terlantar untuk tingga di dalam panti. 
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Keberadaan panti sosial ini merupakan wujud pelak.sanaan dari 

Undang-Undang Dasar Negera Indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) yang 

berbunyi "Fakir miskin dan dan anak..anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Tugas antara kepala bidang dan seksi yang menangani fungsi 

rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial serta fungsi 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin tidak. tumpang tindih, 

serta antara seksi yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial. 

Robbins (1994) dalam Torang, menyatakan bahwa bukti yang paling 

nampak menekankan diferensiasi horisontal pada organisasi adalah 

spesialisasi dan departemenisasi. Berdasarkan pada hasil penelitian di 

lapangan diferensiasi horisontal dinas sosila masih rendah, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah bi dang atau departemenisasi yang ada pada dinas sosial 

yakni bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial serta 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang artinya 

masing-masing bidang saat ini menangani dua fungsi, sehingga melebihi 

fokus dan beban yang menjadi tanggungjawabnya. 

ldealnya, masing-masing fungsi ditangani oleh satu bidang, sehingga 

bidang yang ada adalah sebagai berikut: bi dang perlindungan dan jaminan 

sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang 

penanganan fakir miskin. 

Dalam spesialisasi, hal ini terkait dengan sumber daya manusia yang 

ada pada dinas sosial, idealnya yang menduduki jabatan memahami akan 

tugas dan fungsinya yang dalam hal ini memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dinas sosial pada masing-masing bidang. 
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Pada prinsipnya, dalam pekerjaan yang kompleks clan memerlukan 

banyak pengalaman, tidak ada satu orang yang dapat mengerjakan semua 

tugas karena adanya keterbatasan fisik, sebab akan banyak keterampilan 

clan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial ini, sebagaimana yang tertuang dalam analisis 

jabatan dan analisis beban kerja dinas. 

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara optimal dalam 

dinas sosial hams mendukung pencapaian tuj uan organisasi secara 

optimal, sehingga sedikit banyak akan meningkatkan efektivitas dinas 

sosial. 

Dari segi kualjtas dalam hal ini pendidikan formal clan pendidikan 

teknis yang dipersyaratkan oleb dinas sosial dan kuantitas dalam hal ini 

jumlah ideal pegawai yang barns ada di dinas sosial saat ini sangat 

menentukan pencapaian kinerja dinas sosial. 

Dari data pendidikan pada dinas sosial, dapat disampaikan di sini 

bahwa untuk para pejabat yang menduduki jabatan pada dinas sosial, 

hampir semuanya berpendidikan strata satu dan strata dua, yang mana 

jurusan pendidikan sosialnya cukup mendukung pencapaian tugas clan 

fungsi dari dinas. 

Kalau hal aspek sumber daya manusia sudah terpenuhi, tentu yang 

tidak kalah dalam organisasi adalah praktik manajemen yang dilakukan 

oleh kepala serta kepala unit kerja pada dinas sosial. Sebab hal illi akan 

menentukan pencapaian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan 
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urusan pemerintahan bidang sosial yang diernbannya dapat terlaksana 

dengan baik. 

Di lihat dari ukuran organisasi, kompleksitas Dinas Sosial masih 

tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari segi kornunikasi, koordinasi, 

clan kontrol yang tinggi. Dalam hal komunikasi antara Dinas Sosial dengan 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdhajuga sangat intens, karena letak UPTD 

ini masih dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam hal koordinasi juga 

demikian, UPTD yang akan melakukan koordinasi juga tidak menghadapi 

masalah berarti. Dalam hat kontrol, Dinas Sosial juga cukup rnudah dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan pada UPTD Panti Sosial Tresna 

Werdha. 

Sebagaimana disebutkan pada uraian di atas, bahwa sentralisas~ 

formalisasi , dan kompleksitas yang baik tidak akan berjalan dengan baik 

tanpa didukung oleh kepala unit kerja yang memahami clan menjalankan 

fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. 

Dalam menjalankan roda organisasi dinas sosial, melihat pada jumlah 

pegawai pada dinas sosial yang masih belum ideal sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Gubemur Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

analisis jabatan clan analisis beban kerja pada dinas sosiaJ, kebutuhan 

pegawai di dinas sosial idealnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang. 

Kepala Dinas Sosial menjalankan manejemen terbuka, artinya kepala 

dinas banyak berinteraksi dengan bawahannya dalam memecahkan 

persoalan dinas. 
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Perubahan struktur organisasi bukan merupakan satu-satunya solusi 

dalam mencapai tingkat efektivitas dinas sosial provinsi Kalimantan Utara, 

namun bagaimana menempatkan unsur formalisasi, kompleksitas, dan 

sentralisasi pada posisi yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

dinas sosial sehari-hari. 

Kompleksitas di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara masih 

rendah, hal ini dapat dilihat dari tingk.at diferensiasi horisontal di Dinas 

Sosial Kalimantan Utara masih rendah, hal ini dapat terlihat pada unit-unit 

kerja yang ada pada dinas sosial. 

Sedang tingkat diferensiasi spasial juga masih rendah, hal ini terlihat 

pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada 

masyarakat lanjut usia terlantar hanya satu yakni UP1D Tresna Werdha 

Marga Rahayu, sedangkan melihat pada kondisi geografis Provinsi 

Kalimantan Utara, hal ini akan menyulitkan Kabupaten/Kota seperti 

Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan selain jarak yang cukup jauh juga 

dipisahkan oleh lautan, lainnya di Provinsi Kalimantan Utara dalam 

mengakses pelayanan lanjut usia terlantar ini. 

Faktor-faktor yang mendukung perubahan struktur organisasi dinas sosial 

dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yakni yuridis dan empiris. 

Dari surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi 

Kalimantan Utara Norn or 010/687 /DS-Set tentang usulan perubahan kategori 

tipe Dinas Sosial kepada Gubemur Kalimantan Utara sebagaimana pada 

lampiran, bahwa perubahan struktur oganisasi Dinas Sosial didasarkan pada 

pertimbangan pada Peraturan Menteri Sosial Norn or 14 Tahun 2016 tentang 
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Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan 

Intensitas dan Behan Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, dimana menetapkan 

bahwa untuk Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 

tipelogi A atau 4 ( empat bidang). 

Urusan pemerintahan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tersebut dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam 

peraturan pemerintah ini pula, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib diwadahi dalam bentuk 

dinas yang berdiri sendiri, minimal tipe C atau memiliki jumlah bidang 

sebanyak 2 (dua) bidang. 

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal 

kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh 

daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari basil 

pemetaan. 

Dalam kasus Dinas Sosial ini, walaupun ada penetapan dari Kementerian 

Sosial bahwa tipe Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara adalah tipe A 

dengan memiliki 4 (empat) bidang, namun sekiranya kemampuan keuangan 

dan ketersediaan sumber daya manusia masih terbatas, maka masih 

dimungkinkan untuk tetap memiliki jumlah bidang seperti saat ini, yakni 2 

(dua) bidang. 
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Sekiranya karena alasan kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber 

daya manusia sehingga tipe Dinas Sosial tetap tipe C dengan memiliki 2 ( dua) 

bidang, maka sebaiknya Dinas Sosial menyesuaikan jumlah seksi pada 

masing-masing bidang menjadi 3 (tiga) seksi dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial 

Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, agar menjamin 

semua kewenangan urusan pemerintahan bidang sosial dapat tertangani 

dengan sebaik-baiknya. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang 

kelembagaan, penambahan atau perubahan jumlah seksi pada bidang cukup 

dilakukan dengan melakukan perubahan pada peraturan kepala daerah 

dibandingkan dengan merubah tipelogi dinas yang hams dilakukan dengan 

merubah peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat 

daerah. 

Bahwa berdasarkan pada wawancara dengan kepala dinas Sosial dan 

pejabat struktural dibawahnya, bahwa kegiatan di Dinas Sosial ini cukup 

padat, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena 

keterbatasan jumlah jabatan dan sumber daya manusia yang menangani 

program dan kegiatan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah maupun program dan kegiatan yang bersumber dari 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, yang idealnya satu bidang 

menangani satu fungsi, namun pada dinas sosial ini menangani dua fungsi, 

sehingga mengakibatkan ada beberapa program dan kegiatan tersebut 

menjadi tidak terlaksana di Provinsi Kalimantan Utara. 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari basil penelitian Ketepatan Struktur Organisasi Dinas Sosial 

Pemerintah Provinsi Kfilimantan Utara dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Kalimantan 

Utara yang tepat fungsi (right function) sebagai berikut : 

a. Fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang yang menangani urusan 

pemerintah bidang sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Utara saat ini belum tepat, hal ini dapat dilihat dari adanya fungsi 

yang harusnya ditangani oleh 2 (dua) bidang namun ditangani oleh 1 

(satu) bidang, contoh Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan 

Jaminan Sosial, idealnya terdiiri dari Bidang Rehabiliatsi Sosial dan 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

b. Perubahan struktur organisasi bukan merupakan satu-satunya solusi 

dalam mencapai tingkat ketepatan dinas sosial provinsi KaJimantan 

Utara, namun bagaimana menempatkan unsur formalisasi, 

kompleksitas, dan sentralisasi pada tingkat yang tepat dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial. 

c. Berdasarkan teori desain struktur organisasi dari Mintzberg, desain 

struktur organisasi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 

adalah Birokrasi Mesin (Machine Beraucarcy), dimana mekanisme 

koordinasi utama berada pada standarisasi proses kerja (formalisasi) 

dan bidang sebagai pelaksana fungsi dinas menjalankan operasi 
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berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan, yang dalam hal ini 

peran bagian technostructure sangat penting. 

2. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini belum tepat 

ukuran (right sizing) dalam menangani urusan pemerintahn bidang 

sosial, sebagaimana tersebut dalam analisis beban kerja, idealnya adalah 

36 (tiga puluh enam) orang dari yang ada saat ini berjumlah 32 orang, 

dengan rincian 21 (dua puluh satu) orang berstatus PNS dan 11 (sebelas) 

orang bersta.taus pegawai kontrak:. 

3. Faktor kompleksitas, sentralisasi dan fonnalisasi merupak:an variabel 

internal dalam struktur organisasi yang tepat, sehinga dalam menjalankan 

organisasi adalah bagaimana kita mengatur jalannya organisasi pada 

kondisi struktur organisasi yang rendah, dalam rangka mencapai tujuan 

dinas sosial, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian disarankan untuk meningkatkan ketepatan struktur 

organisasi hal-hal sebagai berikut : 

1. Saran terkait dengan ketapatan fungsi adalah sebagai berikut : 

a. Dinas sosial provinsi Kalimantan utara belum tepat fungsi, karena 

ada bidang yang melayani lebih satu fungsi , sehingga pelayanan 

belum mak:simal kepada masyarakat, fungsi-fungsi seperti 

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan 

sosial, dan penanganan fakir miskin sebaiknya dilak:sanakan oleh 

bidang tersendiri. 
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b. Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang kepada masyarakat, 

perlu menyesuaikan jumlah bidang yang saat ini menjadi 4 ( empat) 

bidang. sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan bidans sosial 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

2. Jumlah pegawai dinas sosial agar menyesuaikan dengan jumlah pegawai 

hasil analisis beban kerja sebagaimana yang tertuan dalarn Peraturan 

Gubemur Nomor 107 Tahun 2017 tentang analisis jabatan dan analisis 

beban kerja pada dinasi sosial. 

3. Karena sentralisasi tinggi, sehingga kepala dinas sosial perlu 

memaksimalkan perannya. yakni dengan melakukan pertemuan­

pertemuan rutin, paling tidak dalam waktu mingguan dan bulanan yang 

dipimpin langsung oleh kepala dinas, dengan maksud untulc 

mengevaluasi program clan kegiatan pada dinas sosial, sehingga dapat 

diketahui kendala-kendala yang dihadapi clan kemajuan-kemajuan yang 

telah dan akan dicapai, sehingga para pegawai merasa diperhatikan dan 

termotivasi dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, akhimya 

akan berdampak pada ketepatan organisasi itu sendiri. 
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PEDOMANWAWANCARA 

1) Kompleksitas 

1. Apakah struktur organisasi Dinas Sosial yang ada saat ini perlu disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan, jelaskan. 

2. Apakah terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat 

sederhana, jelaskan. 

3. Apakah tingkatan unit kerja yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan 

fungsinya dari tingkatan unit kerja paling atas sampai tingkatan unit kerja 

paling bawah, jelaskan. 

4. Apakah terdapat unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat umum atau 

spesifik, jelaskan. 

5. Apakah UPTD yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya 

tujuan pembentukan Dinas Sosial, jelaskan. 

6. Apakah nomenklatur unit kerja yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan 

tugas dan fungsinya, jelaskan. 

7. Apakahjumlahjabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan, 

jelaskan. 

8. Apakah jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan, jelaskan. 

9. Apakah terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antara unit kerja (baik level 

eselon III maupun level eselon IV) pada Dinas Sosial, jelaskan. 

10. Apakah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi antara kepala dinas dan 

level di bawahnya mudah dilakukan, jelaskan. 
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2) Formalisasi 

1. Apakah tugas dan fungsi unit kerja yang ada saat ini perlu dirumuskan secara 

jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi clan 

tata kerja, jelaskan. 

2. Apakah mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap 

unit kerja dari kepala dinas sampai unit kerja di bawahnya telah dituangkan 

secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam 

organisasi, jelaskan. 

3. Apakah mekanisme hubungan antar unit kerja yang ada saat ini perlu 

dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan 

tentang organisasi dan tata kerja, jelaskan. 

4. Apakah rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial dituangkan secara jelas di 

dalam keputusan resmi organisasi, jelaskan. 

5. Apakah kebijakan-kebijakan Dinas Sosial selalu dituangkan secarajelas dan 

tegas di dalam keputusan resmi, jelaskan. 

6. Apakah seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam 

peraturan tentang standar operasional prosedur, jelaskan. 

7. Apakah standarisasi pelayanan publik telah diformalkan, jelaskan. 

3) Sentralisasi 

1. Apakah kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu 

dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi, jelaskan. 

2. Apakah setiap unit kerja dapat mengambil keputusan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki,jelaskan. 
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3. Apakah terdapat indikasi bahwa unit kerja yang lebih tinggi mengambil alih 

keputusan dari kewenangan unit kerja di bawahnay, jelaskan. 

4. Apakah permasalahan yang bersifat lintas bi dang atau sektoral telah 

dituangkan dalam Keputusan guna mencapai kinerja instansi induk, jelaskan. 

5. Apakah permasalahan yang bersifat lintas bidang harus diputuskan oleh 

kepala dinas, jelaskan. 

6. Apakah kepala dinas sosial hanya membuat keputusan-keputusan yang 

bersifat strategis dan kebijakan, jelaskan. 

7. Apakah sekretaris dan atau kepala bidang mempunyai wewenang untuk 

membuat keputusan-keputusan taktis dan manajerial, jelaskan. 

8. Apakah kepala seksi pada unit operasional mempunyai wewenang untuk 

membuat keputusan-keputusan teknis operasional, jelaskan. 

9. Apakah pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah 

diberikan oleh kepala dinas sosial kepada unit kerja di bawahnya, baik pada 

sekretariat maupun pada bidang ataupun kepada kepala UPTD, jelaskan. 

43880.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



FOTO-FOTO WAW ANCARA 

Wawancara dengan Sek:retaris Dinas Sosial 

Wawancara dengan Kepala Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin 
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Wawancara dengan Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Wawancara dengan Kepala UPTD PSTW­
Marga Rahayu 
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qi . 

Nomor 
• Lamplran 

Perlhal 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

DINAS SOSIAL 
Jl.Sengkawit Rf.97 RW.36 

email : dinsoskaltara@gmail.com 
TABJUNG SELOR-7721~ 

Tanjung Selor, 22 Oesember 2017 

: 010/687 /DS-Set 
: 1 {Satu) Berkas 
: Usulan Perubahan Kategori Tlpe 

Dtnas Sosial 

Kepada 
Yth. Gubemur Kalimantan Utara 

di-
Tempat 

Dalam raogka optimatisasi pelaksanaan program Pemerintah dibidang Kesejahteraan Sosial. 
Oengan ini kami sampalkan sbb: 
1. bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan soslal sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan • 
ber1celanjutan yang diiakukan Peroorintcti Oaerah dan masyarakat dalam bentuk layanan sosial 
guna mamenuhi kebutuhan dasar setiap warga, 

2. bcihwa berdasatkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 T&~ 
Mmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Peraturan 
Gubemur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah Provlnsi 
Kalimantan Utara Pasal 16 Ayat 1 Dinas Sosial Merupakan unsur pelal<sana urusan 
~di bidang sosial dengan Kategori Tape kecil {C). 

3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial R1 Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman 
N6menklatur Oinas Sosial Daerah Provinsi dan Daerah KablKota,·pada pasal • 1 • me'1yebulkan 
b~hwa hasil pemetaan urusan pemerlntah bidang sosial merupakan hasil perhitungan lntensttas 
serta beban ke~a pemarintahan daerah bidang sooial berdasarkan nilai variabel urusan 
pemerintahan daerah bidaog sosial baik untuk Provinsi maupun Kabupaten Kota setelah 
dikaHkan dengan faktor kesulitan geografis. 

4. Pada Lamplran IV PercJturan ~nteli Sosial RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang HasU pemetaan 
lntensitas dan teban kerja urusan Pcmerintah bidang sosial daerah Provinsi dan Dacrah 
Kab!Kota bahwa tingkat lntensitas baban kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara 
mendapatkan skor S94 kategori besar. 

5. Mengacu pada Peraturan Menteri sosial RI Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Mentert sosial 
RI· Nomor 14 Tahun 2016 tersebut diatas, serta mengingat tingkat lntensitas dan beban kerja 
yarg besar, maka dengan ini kami usulkan kiranya dapat mempertimbangkan kembali kategoti 
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dari kategori tipe kecil (C) menjadi kategori tipe besar (A). 

6. $Eibagal bahan pertimbangan befsama ini disampaikan : 
1. Stru.ktur Organisasi 
2. Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas 
3. OUK Pegawai 
4. Data PTT 
5. , Foto copy Lampiran IV Peonensos RI Nomor 13 Tahun 2016 
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, atas perflatian diucaplcan 
terima kasih. 

Ors. H. lono, M.51 
. pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19590607 198603 1 019 
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